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ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang dilakukan
melalui berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan yang sering dimanfaatkan untuk
menyamarkan asal-usul dana ilegal. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) memiliki peran penting karena terlibat langsung dalam transaksi jual beli
tanah dan diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21
Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan PPAT dalam
pencegahan TPPU berdasarkan perspektif kepastian hukum serta mengkaji peran
PPAT dalam penerapan PMPJ pada transaksi jual beli tanah di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis atau empiris melalui
studi pustaka dan wawancara dengan PPAT di Kota Pekanbaru. Data dianalisis
secara kualitatif menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan teori
kewenangan untuk menjelaskan posisi hukum PPAT serta implementasi PMPJ
dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana PPAT berperan
sebagai gatekeeper administratif dalam mencegah masuknya dana hasil kejahatan ke
dalam transaksi pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT secara normatif berperan sebagai
gatekeeper administratif melalui kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan
transaksi pengguna - jasa. Namun, kedudukan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan kepastian hukum karena kewenangan PPAT terbatas pada aspek
administratif tanpa dukungan instrumen investigatif. Di Kota Pekanbaru, penerapan
PMPJ telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana
pelaporan, kurangnya pemahaman - teknis, serta kekhawatiran mengurangi
kenyamanan pengguna jasa. Kondisi ini menyebabkan peran PPAT dalam
pencegahan TPPU belum optimal dan membutuhkan dukungan regulasi serta
pembinaan teknis yang lebih komprehensif.

Kata kunci: PPAT, PMPJ, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepastian Hukum, Jual
Beli Tanah.
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ABSTRACT

Money Laundering (TPPU) is a crime that operates across various sectors,
including the land sector, which is frequently used to disguise the origins of illicit
funds. In this context, the Land Deed Official (PPAT) plays an important role as
they are directly involved in land sale and purchase transactions and are obligated to
implement the Customer Due Diligence Principle (PMPJ) as regulated in Law No. 8
of 2010, Government Regulation No. 43 of 2015, and the Regulation of the Ministry
of ATR/BPN No. 21 of 2022. This study aims to analyze the legal position of PPAT
in preventing money laundering from the perspective of legal certainty and examine
the role of PPAT in implementing PMPJ in land sale and purchase transactions in
Pekanbaru City.

This research employs a sociological or empirical legal method through
literature study and interviews with PPAT in Pekanbaru. The data were analyzed
qualitatively using the concepts of legal certainty and authority theory to explain the
legal standing of PPAT and the practical implementation of PMPJ. This approach
was used to assess the extent to which PPAT functions as an administrative
gatekeeper in preventing the infiltration of illicit funds into land transactions.

The results indicate that PPAT normatively serves as an administrative
gatekeeper through the obligations of identifying, verifying, and monitoring user
transactions. However, this position has not fully ensured legal certainty because
PPAT’s authority is limited to administrative duties without investigative
instruments. In Pekanbaru, PMPJ has been implemented, but its application still
faces obstacles such as limited reporting facilities, insufficient technical
understanding, and concerns about reducing client comfort. These conditions show
that the role of PPAT in preventing money laundering is not yet optimal and requires
stronger regulatory support and more comprehensive technical guidance.

Keywords: PPAT, PMPJ, Money Laundering, Legal Certainty, Land Sale and
Purchase.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang tidak
dapat terpisahkan dari dunia modern saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam berbagai
bidang. Namun, hal ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk
memperkuat dan memperluas jangkauan kejahatan mereka. Salah satu kejahatan yang
cukup banyak terjadi bersamaan dengan perkembangan zaman adalah pencucian uang
(money laundry).*

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundry) atau dapat disebut juga
TPPU merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk mengubah hasil
kejahatan menjadi aset yang tampak sah secara hukum. Proses ini melibatkan
serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang
sebenarnya. Sumber-sumber dana ini meliputi perdagangan barang terlarang, upaya
menghindari pajak, penipuan, korupsi, perjudian, hingga keterlibatan dalam jaringan
kejahatan yang terorganisir.? Praktik pencucian uang adalah sebuah kejahatan yang
sangat sukar untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan oleh kegiatannya yang sangat
rumit dan bervariasi. Meskipun demikian, para ahli telah mengelompokkan proses

kejahatan ini menjadi tiga tahapan. Setiap tahap berdiri sendiri, namun tak jarang juga

! Kartika Kismawardani & Luluk Lusiati Cahyarini, 2023, “Relevansi Notaris sebagai Pihak
Pelapor dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Notarius, Vol.16, No.3,
hal.1322, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42407, diakses pada 22 April
2025 pukul 14.35 WIB.

2 Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.12.



dilakukan secara bersamaan. Tahapan-tahapan tersebut, yaitu placement
(penempatan), layering (pelapisan), dan integration (integrasi). .2

Pada tahap placement, dana hasil kejahatan mulai dimasukkan ke dalam
sistem keuangan atau diinvestasikan pada aset bernilai tinggi seperti tanah dan
bangunan. Tahap layering dilakukan dengan memindahkan atau mengalihkan aset
secara berlapis agar sulit dilacak, sedangkan tahap integration dengan cara dana hasil
kejahatan dimasukkan kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.*

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya dapat menimbulkan ancaman yang
serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas keuangan, tetapi juga dapat merusak
nilai-nilai dasar masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.° Kegagalan suatu
negara dalam memberantas pencucian uang akan menyebabkan pertumbuhan
kejahatan ini semakin luas dan terorganisir, sehingga dana ilegal dengan mudahnya
masuk ke dalam sistem ekonomi yang sah. Situasi ini dapat memperburuk

kesenjangan sosial dan ekonomi serta merusak stabilitas dan hukum suatu negara.’

¥ Ridho Ilham, dkk, 2020, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Swara Justisia, Vol.3, No.4,
hal.391, https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/126, diakses pada 22 April
2025 pukul 17.37 WIB.

4 -
Ibid.
® Chitto Cumbrandika, dkk, p2024,“Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan
Penanganannya di Indonesia”, Jurnal Humaniorum, Vol.2, No.1, hal. 42,

https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/index, diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul
10.56 WIB.

® Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq dan Jihan Pasha Noevera, 2023,
“Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 2, No.2, hal.40,
https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1048, diakses pada tanggal 23 April 2025
pukul 12.48 WIB.



Kasus pencucian uang ini menjadi masalah global karena sering melibatkan
transfer dana antar negara yang mana bank-bank internasional sering Kkali
dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk menyamarkan dan menyembunyikan dana
ilegal. Meskipun badan Internasional seperti Financial Action Task Force (FATF)
telah berupaya mendorong berbagai negara untuk memperkuat sistem regulasi dan
pengawasan dalam mencegah pencucian uang, namun pada kenyataannya kejahatan
ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan
regulasi yang ada. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU ini menjadi prioritas global,
termasuk Indonesia guna menjaga integritas sistem keuangan global dan nasional.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai
landasan hukum utama dalam rangka memberantas pencucian uang. Undang-undang
ini dirancang untuk menciptakan sistem yang kuat dalam menelusuri, membekukan
dan menyita aset-aset yang didapatkan secara ilegal. Dengan adanya undang-undang
ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem keuangan Indonesia dengan
menekankan transparansi dan akuntabilitas. Pada Pasal 1 ayat (2) dalam undang-
undang tersebut, pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) yang mana memiliki peran penting dalam mengawasi dan
menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan serta bekerja sama dengan

aparat penegak hukum lainnya. Meskipun telah memiliki regulasi yang mengatur



TPPU ini, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan masih
banyaknya kasus pencucian uang yang rumit dan belum terpecahkan.’

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PPATK pada Januari 2025,
tercatat sebanyak 14.259 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di
Indonesia. Tingginya jumlah laporan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan
nasional masih menghadapi risiko serius terhadap potensi praktik pencucian uang.
Bahkan pada Semester | Tahun 2025, PPATK melaporkan peningkatan signifikan
hingga mencapai 85.514 laporan, atau naik 32,9% dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya, dengan sektor perbankan mendominasi sebanyak 58.327 laporan.®

Salah satu sektor yang rentan menjadi sasaran kejahatan ini, yaitu sektor
properti terutama transaksi jual beli tanah. Hal ini terjadi karena nilai ekonomisnya
terus meningkat pesat dari tahun ke tahun serta kompleksitas yang ada pada proses
transaksi jual beli tanah. Modus pelaku kejahatan ini seperti memalsukan dokumen
kepemilikan aset dengan cara mengatasnamakan saudara atau orang lain sehingga hal
ini mempersulit aparat penegak hukum untuk melacak aksi mereka.’

Sebagai contoh kasus, yakni kasus Azof Ricar, mantan pejabat Mahkamah
Agung yang ditetapkan sebagai tersangka TPPU pada April 2025 dengan nilai
mencapai Rp915 miliar dan 51 kilogram emas. Hasil penyidikan mengungkap bahwa

sebagian dana hasil kejahatan dialihkan ke dalam bentuk properti, seperti tanah dan

7 -
Ibid., hal. 41.
8 Otoritas Jasa Keuangan, Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi,
Mitigasi, dan Penegakan Hukum”, OJK Institute, https://institute.ojk.go.id/ojk-

institute/id/capacitybuilding/upcoming/4962/tren-modus-dan-skema-pencucian-uang-terbaru-strategi-
identifikasi-mitigasi-dan-penegakan-hukum diakses tanggal 25 Oktober 2025 13.14 WIB
° Devi dan Syailendra, Loc.Cit. hal.3498.



bangunan yang salah satunya berada di Kota Pekanbaru, dengan nilai penyitaan aset
mencapai Rp35 miliar. Kasus ini mencerminkan bagaimana transaksi pertanahan
dapat dimanfaatkan sebagai sarana legalisasi dana hasil kejahatan melalui peralihan
hak yang sah secara hukum.*

Kasus lainnya adalah kasus Nurhaanah alias Mak Gadih, seorang bandar
narkoba asal Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang terjerat kasus TPPU dengan nilai
aset Rp5,4 miliar. Aset tersebut berupa rumah, ruko, lahan sawit, alat berat, dan
kendaraan mewah yang diduga dibeli dari hasil kejahatan narkotika. Kasus ini
menegaskan bahwa aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sering digunakan
sebagai sarana penyimpanan serta penyamaran hasil kejahatan'* Selanjutnya, kasus
yang terjadi langsung di Kota Pekanbaru pada tahun 2025, di mana seorang
perempuan berinisial ES (44 tahun) ditangkap karena melakukan penipuan jual beli
tanah di kawasan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya. Kasus ini melibatkan
penjualan beberapa kapling tanah fiktif senilai sekitar Rp200 juta kepada beberapa
korban, dengan modus dan penggandaan sertifikat dan pengalihan hak yang tidak

jelas.*? Meskipun kasus ini bukan TPPU, pola transaksinya menunjukkan celah

10 Riyan Rizki Roshali, “Aset Zarof Ricar di Pekanbaru disita, total Rp35 Miliar”, Sindo News,
https://nasional.sindonews.com/read/1621913/13/aset-zarof-ricar-di-pekanbaru-disita-total-rp35-
miliar-1758197345 diakses tanggal 25 Oktober pukul 14.33 WIB

1 Rahmadi Dwi Putra, “Usai dimiskinkan Gembong Narkoba Mag Gadih segera disidang
Kasus TPPU”, Riau Online, https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/10/26/usai-
dimiskinkan-gembong-narkoba-mak-gadih-segera-disidang-kasus-tppu diakses tanggal 25 Oktober
2025 pukul 15.05 WIB

2 Defri Candra, “Wanita Ini Tipu-tipu Jual Beli Tanah Kaveling di Pekanbaru, Korban Rugi
Rp200 Juta, Riau Online, https://www.riauonline.co.id/riau/read/2025/10/13/wanita-ini-tipu-tipu-jual-
beli-tanah-kaveling-di-pekanbaru-korban-rugi-rp-200-juta diakses tanggal 25 Oktober 2025 pukul
16.35 WIB


https://nasional.sindonews.com/read/1621913/13/aset-zarof-ricar-di-pekanbaru-disita-total-rp35-miliar-1758197345
https://nasional.sindonews.com/read/1621913/13/aset-zarof-ricar-di-pekanbaru-disita-total-rp35-miliar-1758197345
https://www.riauonline.co.id/riau/read/2025/10/13/wanita-ini-tipu-tipu-jual-beli-tanah-kaveling-di-pekanbaru-korban-rugi-rp-200-juta
https://www.riauonline.co.id/riau/read/2025/10/13/wanita-ini-tipu-tipu-jual-beli-tanah-kaveling-di-pekanbaru-korban-rugi-rp-200-juta

hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal usul dana kejahatan
melalui transaksi jual beli tanah yang tampak sah secara hukum.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanahan memiliki tingkat
kerentanan yang sangat tinggi terhadap praktik pencucian uang. Dalam konteks
hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan krusial, karena
merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta
autentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan/atau satuan
rumah susun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Dengan kewenangan tersebut, PPAT tidak hanya
berperan dalam menjamin keabsahan formal setiap transaksi pertanahan, tetapi juga
bertanggung jawab secara hukum dan etika untuk memastikan agar sistem pertanahan
tidak disalahgunakan sebagai instrumen pencucian uang."?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara tegas dikategorikan sebagai pihak
pelapor. Dalam hal -ini, PPAT diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022,

yang mengatur kewajiban PPAT untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta

3 Cinta Febrianti, dkk, 2024, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang Tidak Melakukan Pengecekan Kesesuaian Data Fisik dan Yuridis dalam Pembuatan Akta Jual
Beli jurnal”, Manggala Journal, Vol.1, No.9, hal. 653,
https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/424/554, diakses pada tanggal 26 Oktober
2025 pukul 11.37 WIB.



pemantauan terhadap pengguna jasa, termasuk memastikan kejelasan identitas, asal-
usul dana, dan tujuan transaksi yang dilakukan.**

Kedudukan PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan TPPU
mengandung tanggung jawab hukum untuk melakukan pelaporan kepada PPATK,
apabila menemukan transaksi yang mencurigakan, melebihi ambang batas nilai
tertentu, atau tidak sesuai dengan profil ekonomi pengguna jasa. Kewajiban
pelaporan tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian dalam
sistem pertanahan dan menjadikan PPAT sebagai gatekeeper dalam pencegahan
TPPU dalam sektor properti.™

Pengaturan mengenai kedudukan PPAT sebagai pihak pelapor telah diatur
secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai
hambatan dalam penerapan PMPJ. Beberapa PPAT mengaku belum sepenuhnya
memahami tata cara identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih menghadapi

sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana pendukung dalam proses pelaporan,

 Dika Anugrah & Royvaldo, 2024, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris Dan
PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan”,
Jurnal Surya Kencana Dua, Vol.11, No.2, hal. 176,
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/56844 diakses pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul
14.17 WIB.

> M. Rizki Harahap, dkk, 2024, “Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak
Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme”, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.1, No.9, hal.
4581, https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1324 diakses pada tanggal 26 Oktober 2025
pukul 15.39 WIB.



lemahnya koordinasi dengan PPATK, serta kekhawatiran terganggunya hubungan
profesional dengan pengguna jasa apabila dilakukan pemeriksaan lebih mendalam
terhadap sumber dana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan PMPJ belum
sepenuhnya efektif dan masih memerlukan kajian lebih lanjut dari aspek efektivitas
maupun tingkat kesadaran hukum PPAT dalam praktiknya.'®

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam
tesis yang berjudul “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pada Transaksi Jual Beli Tanah Di Kota Pekanbaru”

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upaya
pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam konsepsi kepastian
hukum?

2. Bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Penerapan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ) pada transaksi jual beli tanah di Kota Pekanbaru?

18 Anugrah, Dika & Royvaldo, Op.cit., hal.178.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

(TPPU) dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada transaksi jual beli

tanah di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis, yakni:
1. Manfaat Teoritis.

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang peran PPAT sebagai garda terdepan dalam
pencegahan pencucian uang, khususnya dalam transaksi jual beli tanah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi
pengembangan ilmu hukum dan kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.



a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
mendalam bagi PPAT dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa (PMPJ) dalam transaksi jual beli tanah, sehingga dapat
menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah
dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang
lebih tepat sasaran dalam pencegahan pencucian uang di sektor properti.

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang risiko pencucian uang dalam transaksi properti dan pentingnya

PPAT dalam pencegahan.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual memuat konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan
konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam
permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai pedoman
untuk mengumpulkan data dan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab
permasalahan penelitian.’” Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.

1. Peran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah sesuatu

yang dimainkan atau dijalankan, merujuk pada aktivitas seseorang dengan

Y Paulus Hadisoeprapto, 2009, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, UNDIP,
Semarang hal. 18.
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kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Secara terminologi, peran
adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki
kedudukan di dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut dengan
role yang definisinya adalah person’s task or duty in undertaking yang berarti
tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Sementara,
peran didefinisikan sebagai harapan perilaku, peranan lebih mengacu pada
tindakan aktual yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.*®
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dalam istilah bahasa
Inggris disebut Land Deed Official dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai
Land Titles Registrar, memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting
dalam proses peralihan hak atas tanah maupun dalam pembuatan berbagai
akta pertanahan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Secara etimologis, istilah Pejabat Umum diambil dari bahsa Belanda,
yakni openbaar yang berarti sesuatu yang bersifat pemerintahan, terbuka
untuk umum-dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat,sedangkan

ambtenaar berartu pejabat atau pihak yang berwenang. Maka, pejabat umum

'8 Torang Syamsir, 2014, Organisasi & manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan
organisasi), Alfabeta, Bandung, hal. 86

9 H. Salim HS, 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal. 85.
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atau openbaare akten merupakan pejabat yang diberi kewenangan dan tugas
untuk membuat akta otentik.?’

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan
Tanah, PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta
peralihan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, serta akta
pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan.

b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, PPAT
didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam
pembuatan akta-akta tanah.

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, PPAT berwenang untuk membuat akta tanah tertentu
sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah.

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT disebut sebagai pejabat publik yang
diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan

rumah susun.

20 John Salindeho, 1993, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53.
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3. Pencegahan
Pencegahan didefinisikan sebagai tindakan proaktid yang dilakukan

olen seseorang atau kemlompok untuk secara aktif menghindari atau
menangkal potensi dampak negatif, baik yang berisiko menimpa diri sendiri
maupun orang lain. Pencegahan ini juga merupakan usaha antisipatif untuk
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. %

4. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum

pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni
straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar
diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,
pelanggaran -dan perbuatan.?Menurut Moelyatno, tindak pidana adalah
perbuatan terlarang yang diancam pidana. Perbuatan ini dianggap dapat
menghambat tercapainya tatanan kehidupan bermasyarakat. Suatu perbuatan
dapat disebut tindak pidana jika telah- memenuhi dua unsur, yakni unsur formil
(bertentangan dengan undang-undang) dan unsur materil (bertentangan
dengan cita-cita masyarakat atau bisa disebut melawan hukum).?

5. Pencucian Uang
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money

laundering”. Apabila diuraikan maka akan menjadi dua kata, yaitu money dan

2! Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “Preventif adalah: Arti, Upaya dan Contoh
Tindakannya”, detikJabar, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-
dan-contoh-tindakannya diakses tanggal 2 Mei 2025 pukul 13.40 WIB

22 Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 69.

28 8. R. Sianturi. 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Storia Grafika,
Jakarta, hal.208.
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laundry. Berdasarkan Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, money adalah uang
dan laundry adalah pencucian.®* Menurut Welling, money laundering atau
pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal,
atau penggunaan pendapatan yang tidak sah, kemudian menyamarkan
pendapatan tersebut agar terlihat legal. Menurut S. R Sjahdeini, pencucian
uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau
organisasi terhadap uang haram, yaitu uang hasil kejahatan dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya dari pemerintah atau
otoritas penegak hukum. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara, terutama
dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan agar kemudian
dapat dikeluarkan sebagai uang yang sah.®

6. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Prinsip.-mengenali pengguna jasa adalah prinsip yang diterapkan

penyedia barang dan/atau jasa dalam rangka mengetahui profil, karakteristik,
serta pola transaksi pengguna jasa. Bagi PPAT, prinsip mengenali pengguna
jasa mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna
jasa. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan jasa PPAT dalam
pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip mengenali pengguna jasa
olen PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022

%% 3. Wijowasito-Tito Wasito, 1980, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris
Dengan Ejaan Yang Disempurnakan, Malang: C.V Hasta, hal. 117
% Sutedi, Adrian. Op.cit. hal.13.
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Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat
Akta Tanah.?

7. Transaksi Jual-Beli Tanah
Dalam hukum perdata, jual beli diatur sebagai salah satu bentuk

perjanjian perikatan yang tercantum dalam Buku Il Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Khusus untuk jual beli tanah diatur pada Pasal
1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli sebagai sebuah
persetujuan dimana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda,
dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.?’
F. Kerangka Teori
Menurut M.Solly Lubis, kerangka teori adalah kumpulan pemikiran atau
gagasan yang dikemukankan oleh peneliti terkait suatu permasalahan. Gagasan ini
berfungsi sebagal referensi teoritis bagi pembaca, yang bisa menyetujui atau menolak
gagasan tersebut. Dengan demikian, kerangka teori ini menjadi masukan eksternal
bagi pembaca.?® Teori hukum, termasuk konsep dan asas-asasnya menjadi bagian
penting dalam meneliti masalah hukum. Teori-teori ini dapat membantu kita salam

menganalisis dan menjelaskan makna hukum serta konsep-konsep yuridis yang

% Indra Prayitno, 2017, “Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris”, Acta Diurnal, Vol.1, No.1, hal.118,

2" Made Erik Krismeina Legawantara, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani, 2020, “Akibat
Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.1, hal 116,
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2196/1594/9987, diakses pada
tanggal 27 April 2025 pukul 13.11 WIB.

%8 M. Solly Lubis, Suhaidi dan Faisal Akbar Nasution, 2015, “Strategi Pendisiplinan Kembali
Untuk Menanggulangi Kesemrawutan dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini”, USU Law Journal,
Vol.3, No.2, hal. 98, https://www.neliti.com/id/publications/14267/strategi-pendisiplinan-kembali-
untuk-menanggulangi-kesemrawutan-dalam-kehidupan, diakses pada tanggal 28 April 2025 pukul
15.34 WIB.
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relevan untuk menjawab masalah yang muncul dalam penelitian hukum. Oleh karena
itu, kerangka teori berfungsi sebagai landasan berfikir yang menunjukkan pokok
masalah yang akan diteliti.”® Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Pada

dasarnya, hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Kepastian hukum berperan
sebagai pedoman perilaku dan keadilan memastikan pedoman tersebut mendukung
tatanan yang pantas. Hukum hanya dapat berjalan dengan baik apabila bersifat adil
dan dilaksanakan dengan kepastian. Dalam menjawab pertanyaan kepastian
hukum harus dilakukan secara normatif, bukan dari sudut pandang sosiologis.*
Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan konsekuensi dari
keberadaan norma hukum ‘yang tersusun secara hierarkis dan berlaku karena
diturunkan dari norma yang lebih tinggi (Stufenbau des Rechts). Suatu norma
dianggap memberikan kepastian apabila dirumuskan secara jelas, bersifat umum,
serta dapat memprediksi tindakan apa yang diwajibkan atau dilarang. Dengan
demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis,
tetapi juga oleh konsistensi, hierarki, dan efektivitas pelaksanaan norma

tersebut..!

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hal. 73.

*Dominikus Rato,2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59.

%1 peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal.158.
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Tujuan hukum yang paling realistis adalah mencapai kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum positivisme cenderung mengedepankan kepastian
hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum.
Ungkapan yang banyak dikenal, yakni “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux” yang berarti bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali
keadilan dapat menolongnya dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, meskipun
bukan satu-satunya tujuan, Kkeadilan merupakan tujuan hukum yang paling
mendasar dan substansial.*?

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah bagian-
bagian penting dalam hukum. Beliau menekankan pentingnya mempertimbangkan
kedua aspek ini, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban
suatu negara. Dengan demikian, hukum positif harus sejalan dengan tujuan
mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan.*

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek utama, yakni:

a. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam

hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin

mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus,

sebelum ia memulai perkara;

% Rato, Dominikus. Op.Cit. hal.59.

%% Firman Hidayat dan Akhmad Khisni, 2017, “Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan
Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris”, Jurnal Akta, Program
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  Unissula, Semarang, Vol.4 No.4, hal 597,
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2502, diakses pada tanggal 30 April 2025
pukul 11.32 WIB.
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b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi
para pihak terhadap kesewenangan hakim.3*

Masalah kepastian hukum bukanlah hasil dari penerapan aturan secara
otomatis, melainkan suatu hal yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor diluar hukum itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Radbruch,
yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau
kepastian peraturan (sicherkeit des rechts)™

Konsep kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis didunia hukum. Pandangan ini
menganggap huum sebagai sistem yang mandiri, yang hanya berisi seperangkat
aturan. Oleh karena itu, tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian, bukan
keadilan atau kemanfaatan. Hal ini dapat terlihat dari sifat hukum yang
menciptakan aturan-aturan bersifat umum, yang fokusnya semata-mata pada
kepastian itu sendiri.*

2. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan berasal dari terminologi asing, seperti authority of
theory dalam bahasa Inggris, theorie van gezag dalam bahasa Belanda, dan
theorie der autoritat dalam bahasa Jerman. Menurut H.D. Stoud, sebagaimana

dikutip oleh Ridwan HB, kewenangan dapat diartikan sebagai rangkaian aturan

% L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka
Berfikir, PT.RevikaAditama, Bandung, hal. 82.

% Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban,UKI Press, Jakarta, hal. 135.

% Achman Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Toko
Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.
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hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan
oleh subjek hukum publik dalam lingkup hukum publik.*’

Teori kewenangan adalah teori yang berfokus pada analisis kekuasaan
yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah  dalam melaksanakan
tugasnya di bidang hukum publik dan privat.®® Setiap tindakan pemerintah
harus didasarkan pada wewenang hukum yang jelas. Pejabat atau Badan Tata
Usaha negara tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum. Oleh karena itu,
kewenangan yang sah merupakan atribut yang berlaku pada setiap pejabat atau
instansi.*

Menurut H.D van Wijk Williem Konijnenbelt, sumber kewenangan
pemerintahan diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat,
yang seringkali dimaknai sebagai berikut:

a. Atributie: Toekening van een bestuursbevevoegheid door een wetgever
aan een bestuursorgan, atau atribusi adalah pemberian wewenang
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan.

b. Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgan
aan een ander, atau delegasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan

lain

% H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dggn Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarts, hal. 183
Ibid.
% Lutfi Efendi, 2004, Pokok - Pokok Hukum Administrasi, Bayu Media Publishing, Malang,
hal. 77.
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c. Mandat: Een bestuursorgan laat zijn bevoegheid names huwes
uitoefenen door een ander, artinya mandat terjadi ketika organ
pemerintahan mengizinkan kemenangan nya dijalankan oleh organ lain
atas namanya.*’

Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pemerintahan yang sah harus
didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum, yaitu atribusi,
delegasi, atau mandat. Setiap tindakan pejabat harus berada dalam batas
wewenangnya dan tidak boleh melampaui atau menyalahgunakan kewenangan.
Hadjon menegaskan bahwa pejabat wajib ~mematuhi asas-asas umum
pemerintahan yang baik, termasuk asas legalitas dan kepastian hukum.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi,
dan/atau Mandat.** Sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Pasal 1
Angka 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yakni:

“0 Ridwan, HR, 2016, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum
Administrasi  Negara”, Jurnal Hukum 1US QUIA [IUSTUM, Vol.10 No.22, hal. 27,
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4770, diakses pada tanggal 17 November 2025 pukul
15.54 WIB.

“ Syafri Hariansah dan Rio Armanda Agustian, 2022, “Ambiguitas dan Inkonsistensi
Kedudukan Serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah”,
PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol.16 No.1, hal. 136,
https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/2849 diakses pada tanggal 17 November
2025 pukul 16.31 WIB.

“2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11.
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a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat
pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 atau
undang-undang.

b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

gugat tetap berada pada pemberi mandat.*®

G. Metode Penelitian
Metode ilmiah adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.Pendekatan ilmiah ini didasarkan pada karakteristik
keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.** Adapun metode pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah

jenis penelitian yang berfokus pada data primer. Data tersebut diperoleh

“3 |bid., Pasal 1 angka 22, 23 dan 24.
“ Andrew Fernando Pakpahan, dkk, 2021, Metodologi Penelitian llmiah,Yayasan Kita
Menulis, Medan, hal.49.
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langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan
yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara atau
penyebaran kuesioner.*

Penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empiris dapat dilakukan
dengan meneliti efektivitas suatu undang-undang yang sudah berlaku atau
mengidentifikasi suatu hukum.*

2. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni

menekankan pada analisis proses berfikir secara deduktif dan induktif untuk
mengkaji dinamika hubungan antara, fenomena yang diamati, dengan
berpedoman pada logika ilmiah. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini
adalah untuk mengembangkan konsep senstivitas pada masalah yang dihadapi
dan juga menjelaskan realitas melalui penelusuran teori dari bawah (grounded
theory). Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang
mendalam mengenai fenomena yang dihadapi.*’
3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan

sehingga masih berupa data mentah.”® Data primer dalam penelitian ini

dihasilkan melalui wawancara.

“ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Prenadamedia, Jakarta, hal.149.

“® Ibid.

47 Imam Gunawan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta,
hal.80.

“8 Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, hal. 456.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran data
kepustakaan (library research) dan mencakup berbagai sumber seperti
buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian
hukum, kamus, dan ensiklopedia hukum.* Data sekunder terdiri atas bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan
penjelasan sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi. perundang-undangan yang

relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bulgerijk Wetboek).

¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 37 Tahun

1998 Tentang Peraturan Jabatan Peiabat Pembuat Akta Tanah.

“ peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
hal. 141.
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f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi buku, jurnal, berita, artikel
internet, serta publikasi hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan
masalah yang diteliti.*

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan
penafsiran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang
meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia,

dan lain-lain.*!

4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah hal mutlak dalam setiap penelitian. Proses perolehan data
ini dikenal sebagai pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diartikan
sebagai suatu proses mendapatkan data menggunakan teknik tertentu. Oleh
karena itu, teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu memperoleh

data yang memenuhi standar untuk ditetapkan. Dengan demikian, teknik

% 1bid.
5 1bid., hal. 142.
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pengumpulan data menentukan kualitas data, dan kualitas data yang akan
menentukan kualitas hasil penelitian.®

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder, yaitu:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung
dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti
wawancara, observasi langsung, atau analisis dokumen tidak resmi yang
kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.”
b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka
(library research). Studi pustaka pengumpulan dilakukan secara sistematis,
diawali dengan identifikasi dan penelusuran berbagai sumber hukum positif,
seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitaan
dengan permasalahan yang diteliti. Jika sumber hukum sudah diperoleh
selengkap mungkin, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian
serta menganalisis dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi.>* Studi
kepustakaan menjadi bagian yang penting dalam penelitian karena dapat

memberikan informasi tentang Peran PPAT dalam Pencegahan Tindak Pidana

52 Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Qiara Media,
Pasuruan, hal.119.

53 Zainuddin Ali, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

% Mestika Zed, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.3.
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Pencucian Uang melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada
Transaksi Jual Beli Tanah.
5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah
metode yang mengelompokkan dan menyempurnakan data yang diperoleh
berdasarkan teori, asas, dan kaidah hukum yang ditemukan dalam studi
kepustakaan. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan data lapangan untuk
mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian.>

H. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai

berikut:

Bab | Pendahuluan
Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika penelititan.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum
tentang PPAT, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, tinjauan umum tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa,

tinjauan umum tentang Transaksi Jual Beli Tanah.

% Meray Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum,

Akademia Pustaka, Jakarta, hal.86.
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Bab 111

Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai
rumusan masalah, yakni kedudukan PPAT dalam upaya pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam konsepsi kepastian
hukum dan peran PPAT dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada
transaksi jual beli tanah di Kota Pekanbaru.

Penutup

Pada bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang

diperlukan.

27



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
1. Definisi dan Landasan Hukum PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang dikenal dengan PPAT merupakan
pejabat umum yang memiliki peran krusial dalam tatanan sosial dan kenegaraan
Indonesia. Dikenal dalam bahasa Belanda sebagai land titles registrar, PPAT
diberi tugas oleh negara untuk mengesahkan akta pemindahan hak atas tanah,
menjadikan posisi mereka sentral dalam menjamin kepastian hukum kepemilikan
properti di Indonesia.®® Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang berbunyi :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun.”’

Keberadaan PPAT memiliki landasan hukum yang kuat, bersumber dari
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal ini menetapkan

bahwa segala bentuk tindakan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik

% Ratih Mega Puspa Sari, dkk, 2018, “Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan TanahAkibat Jual
Beli”, Jurnal Akta, Vol.5 No.1, hal.241,
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2553/1914 diakses pada tanggal 22 Oktober
2025 pukul 19.30 WIB

> pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah
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dan pengawasannya, seperti jual beli dan tukar menukar harus diatur oleh
peraturan pemerintah. Meskipun UUPA tidak secara eksplisit merinci kedudukan
PPAT, keberadaan pejabat yang berwenang membuat akta terkait perbuatan
hukum telah diisyaratkan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
pelaksana UUPA, yaitu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara itu, meskipun tidak didefiniskan
secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, istilah “pejabat umum”
dipahami sebagai individu yang menerima penunjukan dari otoritas yang
berwenang untuk menjalankan pelayanan publik dalam bidang atau kegiatan
tertentu. Selanjutnya regulasi ini diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997.%

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mengenai
Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Agraria.>® Keberadaan PPAT menjadi kunci dalam menjamin keabsahan
hukum transaksi tanah dan mempermudah proses pendaftaran tanah di Kantor
Pertahanan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran PPAT dalam
menjamin otentisitas dan legalitas setiap transaksi pertanahan yang terjadi.
Pentingnya fungsi ini bahkan diakui dengan adanya penunjukan PPAT sementara
di area terpencil yang kesulitan mengakses layanan PPAT. Dengan demikian,

peran PPAT sangat krusial dalam menjaga ketertiban hukum dan memfasilitasi

%8 Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hal. 486.
% pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.
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setiap tahapan administrasi pertanahan.*® Dalam hal ini PPAT tidak hanya
sekedar membuat dokumen, tetapi juga melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi
menyeluruh terhadap semua informasi dan kelengkapan dokumen terkait guna
memastikan transaksi tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.®*

Kekuatan hukum PPAT semakin dipertegas dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang
tersebut secara eksplisit mengakui status PPAT sebagai pejabat umum yang
berwenang menerbitkan akta-akta tertentu yang mana berbunyi:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang dibert wewenang untuk membuat akta pemindahan
hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian
kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”®

Sifat otentik yang melekat pada akta PPAT ini, memberikannya kekuatan
hukum yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat langsung

menerima kebenaran isi, tanggal, dan tanda tangan akta tanpa perlu verifikasi,

% Komang Febrinayanti Dantes, | Gusti Apsari Hadi, 2021, “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli
Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
(Ppats) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Ppat”,
Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha, Vol. 9 No. 3, hal. 909,
https://yaplegal.id/documents/view/kekuatan-hukum-akta-jual-beli-yang-dibuat-oleh-camat-dalam-
kedudukannya-sebagai-pejabat-pembuat-akta-tanah-sementara-ppats-ditinjau-dari-peraturan-
pemerintah-nomor-24-tahun-2016-tentang-peraturan-jabatan-ppat, diakses pada tanggal 22 Oktober
pukul 20.31 WIB.

' Anggelina Permata Nadya, dkk, 2023, "Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Tanah yang
Dilakukan Dihadapan PPat Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.” Proceeding Of Conference On
Law dan Social Studies, Vol, No, 1, hal 4,
https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5152, diakses pada tanggal 22 Oktober
pukul 20.52 WIB.

62 pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
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kecuali terdapat bukti konkret adanya pemalsuan atau pelanggaran lain. Hal ini

secara signifikan menjamin kepastian dan kekuatan hukum akta tanah yang

diterbitkan.®
2. Tugas dan Kewenangan PPAT
Secara yuridis, tugas dan kewenangan PPAT didasarkan pada ketentuan

yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut:®*

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

83 Selamat Lumban Gaol, 2020, “Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional”, Jurnal llmiah Hukum Dirgantara,
Vol. 10 No.1, hal.110, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/407,
diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 10.11 WIB.

% Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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e. pembagian hak bersama;

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Tugas PPAT dalam rangka membantu pendaftaran tanah secara yuridis

diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, yaitu:

1)

(2)

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh
Peraturan- Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan
ditugaskan kepada Pejabat lain.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan
dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tertentu ~menurut Peraturan Pemerintah ini dan
9965

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta otentik hanya mencakup pada

perbuatan hukum yang berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak, yaitu Hak

Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Wilayah kewenangan

PPAT dibatasi oleh luasnya daerah kerja PPAT, yang umumnya Setara dengan

satu wilayah kerja Kantor Pertanahan, yakni satu kabupaten atau Kkota.

% pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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Sebaliknya, wilayah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus disesuaikan
dengan lingkup wilayah jabatan pemerintahan yang menjadi dasar
penunjukannya. Sebagai contoh, seorang Camat atau Lurah yang merangkap
sebagai PPAT Sementara hanya berwenang membuat akta dalam batas wilayah
administratif kecamatan atau kelurahan tempat ia menjabat.®®
3. Kode Etik dan Sanksi bagi PPAT

Kode etik merupakan seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) melalui Kongres atau peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh
anggota IPPAT dan setiap orang yang mengemban tugas PPAT, termasuk PPAT
pengganti. Artinya, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional
dan pribadi bagi setiap PPAT.®” Kode etik PPAT ini memuat kewajiban dan
larangan yang berfungsi menuntut PPAT untuk senantiasa bekerja dengan rasa
tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak memihak demi menjunjung tinggi
martabat suatu profesi. Kode etik PPAT ni secara resmi disahkan melalui

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

% Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A., 2020. Tuntunan Pembuatan Akta Tanah, STPN,
Yogyakarta, hal. 12.

87 Amelia Rokhana, 2024, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pejabat
Pembuat Akta Tanah ( Studi Kasus Tanah Nirina Zubir)”, Vol4 No.4, hal. 829,
https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2020/1255, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul
12.25 WIB.
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(ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/1V/2017 tentang
Pengesahan Kode Etik Ikatan Pembuat Akta Tanah.®®
Menurut Pasal 3 Kode Etik PPAT, setiap PPAT dan PPAT pengganti
diwajibkan untuk menjalankan sejumlah kewajiban. Kewajiban ini harus dipatuhi
secara konsisten, baik ketika melaksanakan wewenang jabatannya maupun dalam
kehidupan sehari-hari, yakni:®
a. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan
PPAT;
b. Menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak
sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik;
c. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar;
d. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara,;
e. Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan
nasional, khususnya di bidang hukum;
f. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak
berpihak;
g. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang

memerlukan jasanya;

® Tri Andaru Wibowo, 2022, “Kepatuhan Ppat Kabupaten Malang Terhadap Kode Etik Oleh

Majelis Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D)”, Jurnal Hukum dan
Kenotariatan, Vol.6 No.2, hal.921, https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/16443,
diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 14.42 WIB.

% Ppasal 3 Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 112/KEP-4.1/1\V/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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h. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan
jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak
dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;

i. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang
Mmampu secara cuma-cuma;

j. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam
suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat;

k. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps PPAT atas
dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif;

|. Bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada
hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya;

m. Menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya
kantor bagi PPAT yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan
sehari-hart;

n. Melakukan registrasi, memperbaharui profil PPAT, dan melakukan
pemutakhiran data PPAT lainnya di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahaan Nasional;

0. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan/atau menemukan suatu akta
yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat
kesalahankesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka

PPAT tersebut wajib:
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1) Memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas
kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui,
melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan
terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

2) Segera setelah berhubungan dengan rekan sejawat yang membuat
akta tersebut, maka kepada klien yang bersangkutan sedapat mungkin
dijelaskan mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya;

p. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai
kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain:

1) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan PPAT,;

2) Isi Sumpah Jabatan;

3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan-
keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan IPPAT,
antara lain

a) Membayar iuran,

b) Membayar uang duka manakala ada seorang PPAT atau mantan
PPAT meninggal dunia,

c) Mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat
oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan IPPAT.

d) Ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan

kewajiban PPAT.
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Selain mengatur hal-hal yang wajib dilakukan, kode etik PPAT secara
tegas memuat serangkaian larangan yang membatasi ruang gerak PPAT agar
tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap menjunjung tinggi prinsip
profesionalisme. Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik PPAT, larangan-larangan yang
harus dipatuhi PPAT dalam menjalankan tugas jabatan maupun kehidupan
sehari-hari, sebagai berikut:

a. Membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan;

b. Secara langsung mengikutsertakan atau menggunakan perantara-perantara
dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu;

c. Mempergunakan media massa yang bersifat promosi;

d. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri
antara lain:

1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala atau terbitan
perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa
pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan
selamat, dukungan, sumbangan;

2) Uang atau apapun, pensponsoran kegiatan apapun, baik sosial,
kemanusiaan, olah raga dan dalam bentuk apapun, pemuatan dalam
buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi

pemasaran,
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3) Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun dan kepada siapapun
yang dengan itu nama anggota perkumpulan IPPAT terpampang kepada
umum, baik umum terbatas maupun umum tak terbatas;

4) Mengirim orang-orang selaku “salesman” ke berbagai tempat/lokasi
untuk mengumpulkan klien dalam rangka pembuatan akta; dan

5) Tindakan berupa pemasangan iklan untuk keperluan pemasaran atau
propaganda lainnya.

Memasang papan nama dengan cara dan/atau bentuk di luar batas-batas

kewajaran dan/atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar

lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan;

Mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang

tidak sehat dengan sesama rekan PPAT, baik langsung maupun tidak

langsung, termasuk antara lain pada penetapan jumlah biaya pembuatan
akta,;

Melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan

PPAT, baik moral maupun material ataupun melakukan usaha-usaha untuk

mencari keuntungan bagi dirinya semata-mata;

Mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada instansi,

perusahaan, lembaga ataupun perseorangan untuk ditetapkan sebagai PPAT

dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut, dengan atau tanpa disertai

pemberian insentif tertentu, termasuk antara lain pada penurunan tarif yang
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jumlahnya/besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi,
perusahaan, lembaga ataupun perseorangan kepada PPAT tersebut;
Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang
rancangannya telah disiapkan oleh PPAT lain, kecuali telah mendapat izin
dari PPAT pembuat rancangan.

Berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari PPAT lain kepadanya
dengan jalan apapun, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang
bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

Menempatkan pegawai atau asisten PPAT di satu atau beberapa tempat di
luar kantor PPAT yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang sengaja
dan khusus dibuka untuk keperluan itu maupun di dalam kantor instansi atau
lembaga/klien PPAT yang bersangkutan, di mana pegawai/asisten tersebut
bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta, baik klien itu
dari dalam dan/atau dari luar instansi/lembaga itu, kemudian pegawai/asisten
tersebut membuat akta-akta itu, membacakannya atau tidak membacakannya
kepada klien dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya di
tempat pegawai/asisten itu berkantor di instansi atau lembaga tersebut, untuk
kemudian akta-akta tersebut dikumpulkan untuk ditandatangani PPAT yang
bersangkutan di kantor atau di rumahnya;

Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien

tersebut;
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. Menjelek-jelekkan dan/atau mempersalahkan rekan PPAT dan/atau akta

yang dibuat olehnya;

Menahan berkas seseorang dengan maksud untuk “memaksa” orang itu agar

membuat akta pada PPAT yang menahan berkas tersebut;

Menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta

buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh/di hadapan PPAT yang

bersangkutan;

Membujuk dan/atau memaksa klien dengan cara atau dalam bentuk apapun

untuk membuat akta padanya ataupun untuk pindah dari PPAT lain;

Membentuk kelompok di dalam tubuh IPPAT (tidak merupakan salah satu

seksi dari Perkumpulan IPPAT) dengan tujuan untuk melayani kepentingan

suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup

kemungkinan bagi PPAT lain untuk memberikan pelayanan;

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai

pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, antara lain pada pelanggaran-

pelanggaran terhadap:

1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT dan ketentuan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok PPAT;

2) Isi Sumpah Jabatan;

3) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi

IPPAT tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan IPPAT.
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Apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik
PPAT, maka akan dikenakan sanksi yang dasarnya merujuk pada Pasal 6 ayat (1)
Kode Etik PPAT, sebagai berikut:™

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan per umpulan IPPAT;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT; dan

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT

B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU)
1. Definisi dan Unsur-unsur TPPU
Pencucian uang atau dikenal dengan istilah money laundering adalah
sebuah upaya menyamarkan atau menyembunyikan aset yang berasal dari
hasil kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkotika, penyelundupan dan
kejahatan lainnya agar tampak sah secara hukum dan dapat digunakan tanpa

menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum."

™ pasal 6 ayat (1) Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/1\V/2017 tentang Kode Etik lkatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah.

™ Amalia Syauket, dkk, 2023, Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang, Literasi Nusantara
Abadi, Malang, hal.18.
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Menurut Adrian Sutedi, pencucian uang memiliki definisi sebagai

berikut:"

"Secara umum pencucian merupakan metode untuk menyembunyikan,
memindahkan,dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana,
kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi,
perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan
aktifitas kejahatan. Money laundering atau pencucian uang pada
intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan
sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut
berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui money laundering
pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang mealawan
hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari
sumber dari yang sah/legal.”

Sejarah regulasi TPPU di Indonesia dimulal pada tahun 2022 dengan
diterbitkannya undang-undang yang pertama. Kemudian regulasi ini direvisi
pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Saat ini, landasan
utama pencegahan dan pemberantasan TPPU diatur secara komprehensif
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia hanya
menyebutkan pengertian pencucian uang adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

73

Undang ini.”” Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana

" Ibid., hal. 19.
" pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pencucian Uang.
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Pencucian Uang, harta kekayaan yang dapat menjadi objek pencucian uang
berasal dari berbagai tindak pidana, antara lain korupsi, penyuapan, narkotika,
psikotropika, penyelundupan tenaga kerja dan migran, tindak pidana di bidang
perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,
penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, serta tindak
pidana di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan
perikanan. Selain itu, termasuk pula setiap tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, baik yang dilakukan di dalam
negeri maupun luar negeri sepanjang perbuatan tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

Salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 adalah definisi baru dari tindak pidana pencucian uang.
Hal ini tampak dari unsur-unsur tindakan pencucian uang, yakni:

a. Pelaku.

Istilah “setiap orang™ tetap digunakan, meskipun Pasal 1 angka 9
menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.” Adapun Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa korporasi
merupakan “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik

badan hukum maupun bukan badan hukum.” Berdasarkan ketentuan

™ pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pencucian Uang.
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tersebut, undang-undang ini mengklasifikasikan pelaku TPPU dalam dua
kelompok, vyaitu pihak yang secara langsung melakukan transaksi
keuangan dan pihak yang menerima hasil dari transaksi tersebut. Oleh
karena itu, setiap individu atau entitas yang terbukti terlibat dalam
aktivitas pencucian uang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menggunakan alat atau transaksi keuangan untuk menyembunyikan
sumber aset dan menyajikannya sebagai aset asli.

Penggunaan istilah ‘‘transaksi” dalam UU TPPU didefinisikan
secara eksplisit sebagai tindakan hukum yang menciptakan kewajiban
atau hubungan - hukum (berdasarkan UU No.8 Tahun 2010) yang
menunjukkan adanya dualisme hukum yang melekat dalam undang-
undang tersebut. Hal ini menjadikan UU TPPU sebagai instrumen hukum
yang khas karena memadukan unsur hukum perdata sebagai bagian yang
krusial dalam identifikasi kejahatan pidana. Sedangkan yang dimaksud
dengan transaksi keuangan adalah segala bentuk tindakan atau aktivitas
yang melibatkan peredaran uang, seperti pertukaran, penempatan,
penyetoran, penarikan, transfer dan bentik penyaluran dana lainnya
(misalnya pembayaran, hibah dan simpanan). Namun, transaksi yang

mengindikasikan TPPU dikategorikan sebagai transaksi keuangan
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mencurigakan.” Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010, yang dimaksud transaksi keuangan mencurigakan, sebagai
berikut:

1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi Yyang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini;

3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana; atau

4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum
Istilah TPPU hanya dapat ditetapkan jika memenuhi unsur
perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur terebut terpenuhi apabila

" M. Arief Amrullah, 2010, Tindak Pidana Money Laundering, Banyumedia Publishing,
Malang, hal.12.

’® pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.
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pelaku mengelola dana yang diduga merupakan hasil kejahatan.
Keberadaan hasil tindak pidana telah diatur secara spesifik dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang merupakan unsur penting
yang harus dibuktikan dalam proses hukum selanjutnya. Ada atau
tidaknya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan menjadi dasar
untuk menentukan apakah harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana
atau bukan.”’
2. Tahapan dan Modus Operandi TPPU
Umumnya, proses pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahapan
yang berurutan, yang mana pada setiap tahapannya pelacakan dan penemuan
dana ilegal ~semakin sulit dilakukan. Perkembangan TPPU kemudian
melahirkan metode yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu penempatan
(placement), pelapisan (layering) dan dengan menggunakan harta kekayaan
(intergration).” Proses pencucian uang menurut Sundari S.Arie, dapat
direalisasikan melalui tiga tahapan utama yang berurutan, yakni:
a. Placement Stage (Penempatan)
Tahap ini merupakan langkah awal dalam pencucian uang, di mana
dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Strategi
utamanya dengan melibatkan pemecahan jumlah uang tunai yang besar

menjadi transaksi-transaksi kecil yang tidak mencolok, yang kemudian

" Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23.
’ bid., hal. 24.
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menjadi deposit-deposit kecil yang sulit dideteksi atau digunakan untuk
membeli instrumen keuangan (sheques, money orders, etc) yang akan
ditagihkan dan disimpan direkening bank lain. Dalam tahapan ini, dana yang
di hasilkan dari pencucian uang ada kalanya dipergunakan untuk membeli
suatu properti atau aset lainnya, baik yang berlokasi di yurisdiksi domestik
maupun diluar negeri.

Layering Stage (Pelapisan)

Tahap ini melibatkan serangkaian tindakan konversi atau penggerakan
dana yang bertujuan untuk menjauhkan dari sumber dana yang ilegal. Modus
operandi yang dilakukan dapat bervariasi, mulai dari menyalurkan dana dari
pembelian dan penjualan instrumen keuangan, hingga cara yang sederhana
dengan mengirimkan uang tersebut melalui “electronic funds/wire transfer”
kepada sejumlah bank yang berada dibelahan dunia lain. Selain itu, upaya
untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan sering kali dilakukan
dengan cara menyebarkan hasil kejahatan ke dalam negara yang tidak
mempunyai rezim anti money laundering. Dalam konteks ini, transfe dana
melalui bank dapat disamarkan sebagai pembayaran pembelian barang atau
jasa sehingga tindakan terebut tampak sah.

Intergration Stage
Tahap ini melibatkan integrasi dana hasil kejahatan ke dalam sistem

ekonomi yang sah. Misalnya, pelaku pencucian uang dapat menanamkan
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dananya melalui pembelian properti, asset-aset yang mewah atau melalui

penyertaan modal dalam kegiatan usaha yang berisiko."

Menurut Munir Fuadi, terdapat delapan modus yang umum digunakan

dalam melakukan pencucian uang, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Kerja Sama Penanaman Modal (Joint Venture)

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri dan kemudian
dikembalikan ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing
dan keuntungannya di investasikan lagi ke berbagai proyek, sehingga
dana tersebut tampak sebagai keuntungan sah yang telah dikenakan
pajak.

Kredit melalui Bank Swiss

Uang hasil kejahatan dialihkan ke luar negeri dan disimpan di
bank tertentu, lalu ditransfer ke bank di Swiss dalam bentuk deposito.
Deposito inilah yang kemudian dijadikan agunan untuk memperoleh
pinjaman dari bank di negara lain, lalu uang pinjaman ditanamkan
kembali ke negara asal.

Transfer ke Luar Negeri
Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri melalui cabang

bank asing dinegara asal. Setelah itu, dana tersebut dibawa kembali ke

" Yurizal, 2017, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Media Nusa Creative, Malang,

hal. 10.
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4)

5)

6)

7)

dalam negeri oleh pihak tertentu, seolah-olah dana tersebut berasal dari
luar negeri.
Usaha Samaran di dalam Negeri

Pelaku mendirikan perusahan fiktif di dalam negeri
menggunakan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu dijalankan tanpa
memperhatikan untung dan rugi, namun secara administratif tampak
seolah-olah menghasilkan uang yang sah.
Penyamaran melalui Kegiatan Perjudian

Uang hasil kejahatan dialihkan ke dalam bisnis perjudian,
sehingga uang tersebut dianggap sebagai hasil kegiatan judi. Dalam
kasus-lain, pelaku membeli nomor undian berhadiah dengan nomor
yang sudah diketahui menang, sehingga dana tersebut tampak sebagai
hasil kemenangan undian.
Pemalsuan atau Rekayasa Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun
didukung oleh dokumen  bisnis yang dipalsukan atau direkayasa
(misalnya double invoice dalam ekspor —impor).
Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian
dikembalikan ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri.
Dengan demikian, dana tersebut tampak berasal dari fasilitas kredit

atau bantauan keuangan resmi dari luar negeri.
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8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri
Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun
dibuat seolah-olah berasal dari pinajaman luar negeri melalui rekayasa

dokumen pendukung.®

. Ancaman Sanksi Pidana TPPU

Menurut Black’s Law Dictionary, istilah sanksi pidana atau sanction
dapat diartikan sebagai hukuman atau mekanisme penegakan hukum yang
diberikan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum, peraturan maupun
ketentuan yang berlaku. Sementara itu, S. R. Sianturi mengemukakan bahwa
sanksi pidana merupakan alat paksaan atau dorongan yang menjamin norma
hukum dipatuhi oleh setiap orang, serta juga sering berfungsi sebagai
konsekuensi hukum bagi individu yang melanggar norma tersebut.®

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, ditetapkan berbagai kententuan mengenai sanksi pidana

terhadap pelaku pencucian uang, sebagai berikut:

1. Pasal 3: Pelaku pencucian uang dapat dijatuhi pidana penjara maksimal
20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

2. Pasal 4: Pihak yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta
hasil tindak pidana dapat dikenai pidana penjara paling lama 20 tahun

serta denda paling banyak Rp5 miliar.

& 1bid., hal.11.
8 bid., hal 12.
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. Pasal 5: Seseorang yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta
hasil kejahatan dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan denda
maksimal Rpl miliar, kecuali bagi pihak pelapor yang menjalankan
kewajiban pelaporan sesuai undang-undang.

. Pasal 6: Jika pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dapat
dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengendali korporasi, terutama
bila tindakan tersebut diperintahkan, dilakukan untuk kepentingan, atau
memberi manfaat bagi korporasi.

. Pasal 7: Korporasi yang terbukti melakukan pencucian uang dapat
dijatuhi denda maksimal Rp100 miliar, serta pidana tambahan seperti
pembekuan usaha, pencabutan izin, pembubaran, perampasan aset, atau
pengambilalihan oleh negara.

. Pasal 8: Jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka denda dapat
diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan.

. Pasal 9: Bila korporasi tidak mampu membayar denda, maka dilakukan
perampasan aset korporasi atau pengendali, dan jika masih tidak
mencukupi, dapat dijatuhkan kurungan pengganti terhadap pengendali

korporasi.
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8. Pasal 10: Setiap orang yang berpartisipasi, membantu, atau bersekongkol
dalam pencucian uang, baik di dalam maupun luar negeri, dikenai pidana

yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5.%

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi PPAT
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) juga dikenal dengan berbagai istilah
lain seperti Know Your Customer Principle (KYC), Know Your Agent (KYA),
Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), yang pada
dasarnya memiliki makna serupa. PMPJ dipahami sebagai prinsip yang diterapkan
oleh pihak pelapor untuk mengidentifikasi latar belakang dan identitas pengguna jasa.
Implementasinya mencakup pemantauan terhadap seluruh aktivitas dan pola transaksi
keuangan, serta menyampaikan laporan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.®®
Salah satu profesi yang termasuk dalam upaya pencegahan TPPU ialah PPAT.
Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, sebagai berikut:®

“Profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan termasuk ke bagian Pihak

82 pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

8APU PPT, “Pentingnya Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor”, Pusdiklat APUPPT,
https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/215/, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025 pukul 11.46
WIB.

8 pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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Pelapor yang wajib dan turut mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang.”

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi PPAT lebih lanjut diatur
dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam peraturan ini, mewajibkan PPAT untuk
melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa guna
mencegah dan memberantas pencucian uang.* Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan
Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengguna jasa adalah
setiap orang yang menggunakan jasa PPAT.*

Penerapan PMPJ bagi PPAT pada dasarnya bertujuan untuk memastikan
bahwa transaksi pertanahan- tidak digunakan sebagai sarana penyamaran aset,
terutama karena sektor properti merupakan salah satu sektor yang paling rentan dalam
praktik pencucian uang. PMPJ ini mewajibkan PPAT untuk mengenali identitas para
pihak, memastikan kebenaran dokumen yang diajukan, memeriksa kewajaran
transaksi, serta mendokumentasikan seluruh proses tersebut secara akurat. Kewajiban
ini sejalan dengan kedudukan PPAT sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab

terhadap kebenaran formal akta dan turut memastikan bahwa proses peralihan hak

8 Agraria